
  
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN BUPATI BREBES 

NOMOR  004   TAHUN 2013  

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES  

NOMOR 004.A TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, 

BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BREBES, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pedoman Pemberian 

Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak 

Terduga perlu diadakan perubahan; 

b. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati; 

 

Mengingat    :   1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan   

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3298 ); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 115,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437)  yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1986 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 4578); 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2005  tentang  

Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia    
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Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32       

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Bupati Brebes Nomor 004.A Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan  

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga; 

21. Peraturan Bupati Brebes Nomor 044 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Peraturan Bupati Brebes Nomor 004.A Tahun 2012 
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tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan  

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 004.A TAHUN 2012 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, 

BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 004.A Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja 

Tidak Terduga diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka baru yaitu angka 22, 23, 24, 

25 dan 26, berbunyi sebagai berikut : 

22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah 

Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah. 

23. Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat Ormas adalah 

organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara 

Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, 

profesi, fungsi, agama, dana kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai 

tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang 

bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan, dan berdomisili di wilayah administrasi Kabupaten Brebes. 

24. Kelompok masyarakat adalah kumpulan anggota masyarakat yang hidup 

bersama-sama dan saling berinteraksi untuk suatu tujuan tertentu, yang 

dilegalisasi oleh Camat Wilayah Administrasi kelompok masyarakat yang 

bersangkutan. 

25. Terus menerus adalah Hibah yang dapat diberikan secara terus menerus 

yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. 

26. Tempat Peribadatan Lainnya adalah Bangunan yang memiliki ciri-ciri 

tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk 

agama selain Agama Islam secara permanen, tidak termasuk tempat 

ibadah keluarga. 

 
2. Di antara  Pasal  23  dan  Pasal 24,  disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu  

Pasal 23A, berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 23A 
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(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan 

sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang 

tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, 

alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. 

 

 

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko 

sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang 

apabila ditunda penangannya akan menimbulkan resiko sosial yang 

lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. 

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi 

anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan kepada orang terlantar, orang 

miskin sakit yang tidak masuk dalam Jaminan Sosial Orang Miskin/ 

Jaminan Kesehatan Masyarakat, anggota keluarga miskin yang 

meninggal dunia, serta keluarga miskin yang terkena bencana/musibah 

secara mendadak, dan orang yang terkena  resiko sosial tapi belum 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

(6) Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan/Santunan 

Kematian bagi Masyarakat Miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. 

(7) Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Bantuan Sosial yang Tidak 

Direncanakan disampaikan oleh Kepala SKPD yang menangani kepada 

DPPK dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dan lengkap atau surat 

pernyataan tanggung jawab belanja. 

 
3. Ketentuan Pasal 43 di antara ayat (4) dan ayat (5) ditambah satu ayat yaitu 

ayat (4a) dan ditambah satu ayat baru yaitu ayat (8), sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 43 

(4a) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan 

korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, 

kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan 

kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara. 

(8) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap 

darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, 

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 
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sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan 

diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 

Keputusan dimaksud ditetapkan.  

4. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

(1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung-

jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah, 

bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga mulai 

Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Bupati ini. 

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Perubahannya 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur 

lain dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri serta hibah dan bansos yang sumber dananya selain dari 

APBD Kabupaten, maka besaran dan pengaturan pengelolaan dimaksud 

dikecualikan dari Peraturan Bupati ini. 

 
5. Ketentuan Lampiran 1 khusus pada huruf A diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan huruf C 

nomor  urut 2, nomor urut 3 dan nomor urut 4 berubah, serta menambah 6 

nomor yaitu nomor 5 sampai dengan nomor 10, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 
C. Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga : 

 2. Tim  Survey Bencana Alam yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes 

meninjau/mensurvey ke lokasi terjadinya bencana untuk mengecek 

kebenaran dan menghitung kerugian yang timbul. 

3. Tim Survey Bencana Alam melaporkan melalui Nota Dinas kepada 

Bupati dan mengusulkan besaran bantuan yang diberikan 

berdasarkan hasil kajian lapangan dalam bentuk Rencana Kebutuhan 

Belanja (RKB). 

4. SKPD yang terkait/berkenaan menyiapkan Surat Pernyataan Bupati 

tentang terjadinya Bencana Alam/Bencana Sosial dan Surat 

Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga 

sebelum mencapai waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan bencana 

kepada Bupati. 

 

5. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, kepala 

SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana 

mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat 

bencana kepada PPKD selaku BUD.  
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 6. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada 

kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana 

paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB, 

apabila persyaratan administrasi yang diperlukan sudah terpenuhi.  

7. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan 

mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD 

yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. 

8. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas 

Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang 

melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. 

9. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana 

bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan 

dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya. 

10. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana 

disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi 

penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-

bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan 

tanggungjawab belanja.  

   

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. 

 

Ditetapkan di Brebes 

pada tanggal  10 Januari 2013 

BUPATI BREBES, 
Cap Ttd 

 
 
IDZA PRIYANTI 
 
 

Diundangkan di Brebes 

Pada tanggal 11 Januari 2013 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BREBES, 

 Cap Ttd 

EMASTONI EZAM, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP 19590211 198703 1 005 

Kepala BPMDK Kab. Brebes 

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2013 NOMOR 3 

 


